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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR gg TAHUN 2OL6

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGI(AT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAI(ATAN DESA

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang: i'I. bahu,a dailam rangka tertib administrasi pelaksanaan
Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Desa, perlu pengaturan perjalanan dinas;

b- bahwer berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, perangkat
Desa, Pimpinan dan Anggota Badan permusyawaratan Desa
dar-r Pengurus dan Anggota Lembaga Ken-rasyarakatan Desa
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 53 Tahun lggg tentang Pemben[ukan
Kabupaten Pelalarvan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Neituna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam;
(Lcmbarran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor
181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapakari terakhir
clengan undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
l)erubahan Ketiga Atas Undang-unclang Nomor 53 Tahun
1999 tcntang Pcmbcntukan Kabupaten pelalawan, Kabupa[en
I?okarn Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, I(abupaten Siak,
I(abr-rpaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan
Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik
Indoncsia Tahun 2008 Nomor lo7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a880);

2- [Jndang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
frrovinsi Ke pulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2oo2 Nomor 1 1 1, Tambahan Le mbaran
Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor a237);
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4.

o.)_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pcrnbcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan
l,enrberran Negara Republik [ndonesia Nomor 523a); .

Unrlerng-Undang Nomor 6 'l'ahun 2014 tentang Desa
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OI4 Nomor 7,
Tanrlrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54e5);

Unclerng-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
I'ahun 2014 ' Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
IRepurblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
be berarpakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
'l'erhun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nonror 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lcrnbaran Negara Republik Ind<;nesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

l)craLLrran Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 [er-rLang
Pcngelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Repr-rblik
lndor-rcsia Tahur-r 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor a578);

Pcrirtriran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pe n-rbi-rgian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pcmr:r'intahan Dacrah Provinsi, dan Pemerintah Daernh
l(abupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
'['ahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
I ncltrrrc:sia Nomor 47 37);

l)er;rturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 Lent.ang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiil<
lnclorrcsia 'fahun 2OO7 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Ncgar:r Rcpublik Indonesia Nomor 47al);

l)er-atr-iran lremerintah Nomor 43 'l'ahr-rn 2014 Tentang
PcrirLuran Pelal<sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
lcnt.ang Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123,'lambahan Lembaran Negara ltcpublik
I nclor-rosia Nomor 5539) ;

6

7

10. lrcraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 Tentang Dana
Dcsa Y:rng Bersumbcr Darri Anggaran Penda.patan dan Belanja
Ncgarr:,r (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
N<>nlor' 1618, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Non-ror-5558),

I i. [)crat.uretn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tontzing Ped<>man Pr:ngek;laan Keuangan Daerah sebagaimana
te lah ctiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Merlteri
[)alarn Negeri Nomor 21 Terhun 2011 tentang Perubahan
l(crlua Pcraturan Mcntcri Daletm Negeri Nomor 13 Tahuir-t

20 l3 (Bcrita Ncgara Republik Indoncsia Tahun 20ll Nomor
r] r 0);

8.

9.
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I 2. Pcrat.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tenLang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

i3. Peratr.lran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013
LenLang Pokclk-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol3 Nomor
(r);

I4. Perart,r*rran Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014
tent.ang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Bcrita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL4 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

RIAYA PDRJALANAN DINAS BAGI KtrPALA DIfSA,
PIiITANCKA'I. DDSA, PIMPINAN dAN ANGGOTA BADAN
PI'RM USYAWARATAN DtrSA DAN PtrNGURUS dAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DILINGKUNGAN PEMtrRINTAH KABUPATtrN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Darlanr Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Di,rcrah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pcmcrintah Daerah adalah Pcmcrintah Kabupaten Na[una;
3. Bupati adalah Burpati Natuna;
4. Kccamatan adalah rn,ilayah kerja Camat

Dacrah Kabupaten Natuna;
5. Carnal adalah Perangkat Daerah yang

I(r:c:r matan;
6. L)csa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mcmiliki batas r.r,ilayah yang berwenang untuk mengatur
de,rn mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
mas1r21r2ks1 setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan dan atau hak tradisional yang diakr-ii dan
c-lihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Rcptrblik Indonesia;

7. Pr:mi:rintarhan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pc:mcrintahan dan kepentingan masyarakat setempalt dalam
sistcm pemerintahan Ncgara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pt:nlcrintzrh Deszr adalah kcpala Desa atau yang discbut
dcngnn nama lain dibantu pcrangkat Desa sebagai unsur
pcn,r,elenggara Pemerintzrhan Desa;

c). Pcrangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala
dcsa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
cliwerdahi dalam sckretarial desa dan unsur pcndukung
tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
clir,r,ndnhi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur
Iir:wileiyarhan;

10. I(cpala De sa adalah pejabat pemerintah desa yang
me rlpunyai wewenang, tugas dan ker,vajiban untuk
rnen.lrglsnggarakan rumah tangga desanya dan

sebagai perangkat

berada di wilayah

s.€Fpffi
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melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah;

1 1. BPD adalah BPD Se-Kabupaten Natuna;
12' Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra
pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi
masy2112ft21 dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pelaksanaan pembangunan Desa;

13. Pejabat yang berwenang adalah camat, Kepala Desa dan
Ketua BPD;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa;

I5. surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat spr adalah
surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugai
dinas;

16. surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SppD
adalarh Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
pcjabat berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjaranan
d inas;

17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas di
dali,rm wilayah Kabupaten Natuna termasuk ibu kota
Kabupaten untuk kepentingan pemerintahan Desa atas
perintah pejabat berwenang;

18. Perjarlanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan Dinas di
luar wilayah Kabupaten Natuna untuk kepentingan
Pemcrintahan Desa atas perintah pejabat berwenang;

19. Uring Harian adalah uang penggantian biaya keperluan
sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan Dinas
untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi
lokal;

20. Lr-rmpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
tcrlebih dahulu dern dibayarkan sekaligus sehingga tidak
perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya;

21. Biayzr riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dcngan bukti pengeluaran yang sah;

22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mcngatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya
dibebankan kepada APB Desa.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada :

a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
c. Badan Permusyawaratan Desa;

(1)

(2)
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(3) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada pimpinan dan
dan atau anggota lembaga Kemasyarakatan berdasarkan
kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut :

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
jabatan yang melekat;

b. Kr:tersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja yang baik;

c. trlisicn, penggunaan belanja desa dengan memperhatikan
frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan
dir-ras dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Pcrjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
meliputi; rapat, konsultasi, pertemuan, seminar,
kunjungan kerja, studi banding, survey lapangan,
pengumpulan data, pemeriksaan, pameran dan lain-lain;
atau

b. Ditugaskan untuk menempuh pendidikan, latihan dan
bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat
kc-'dudukan.

Pasal 5

(1) Pelal<sana Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan pejabat berwenang dan wajib
dilengkapi dengan :

a. SFT dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam
lampiran I; dan

b. SPPD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam
lermpiran IV;
Ynng merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

(2) Setiap sFT berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dan
SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang.

(1)

(2)
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(3) Persetujuan Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pcrsetujuan camat atau pejabat setingkat eselon III di
Kccamatan untuk perjalanan dinas Luar Daerah bagi :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. BPD; dan
4. Pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan

Desa.
b. Persetujuan Kepala Desa untuk perjalanan dinas dalam

daerah bagi :

i. Ke pala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Pimpinan dan dan atau anggota

I(emasyarakatan Desa.
Lembaga

c. Persetujuan Ketua BPD untuk perjalanan dinas daram
daerah bagi pimpinan dan dan atau anggota BpD

d. Persetujuan Kepala BPMPD khusus untuk peraksanaan
pcrjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, pendidikan
clan pelatihan, bimbingan teknis diluar Daerah bagi :

1. Kepala Desa;
2. Pcrangkat Desa;
3. BPD; dan
4. Pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan

Desa.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen
sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transportasi;
c. biaya penginapan.
Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diatur sebagai berikut :

a. meliputi uang saku, uang makan dan uang transportasi
lokal;

b. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan
scminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
tcknis dan scjenisnya yang biaya kosumsi ditanggung
panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar
80% (delapan puluh per seratus);

c. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan
seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis dan sejenisnya yang biaya kosumsi dan akomodasi
ditanggung panitia penyelenggara, uang harian
dibayarkan sebesar 6Ooh (enam puluh per seratus);

ci. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan
scminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
tcknis dan sejenisnya yang biaya kosumsi, akomodasi
dan uang saku ditanggung panitia penvelenggara, uang
hirrian dibayarkan sebeseir 3Ooh (tiga puluh per seratus);

(1)

(2)



(3) Biava transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurutf b, terdiri atas:
a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat

tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya
terminal ke terminal bus dan stasiun dan bandara dan
pelabuhan; dan

b. Retribusi yang dipungut diterminal bus dan stasiun
dan bandara dan perabuhan keberangkatan dan
kepulangan.

(4) Bagi desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan
transportasi khusus diberlakukan :

a. untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
alat transportasi dapat menggunakan sistem carter dan
sewa dengan ketentuan apabila wilayah tersebut tidak
tersedia transportasi umum dan dan atau terjadwal;

b, Pelayanan transportasi sebagaimana huruf a diperkuat
dengan keterangan tertulis dari Camat setempat.

(5) Pcnggunaan sewa transportasi darat dan laut dengan
mempcrtimbangkan efesiensi dan rasionalitas dilaks".okr.,
secara rombongan bagi personil tim dalam surat tugas
perjalanan dinas.

(6) Bia-vr'r penginapan sebagaimana dimaksucl pada ayat (l)
hururf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap
dihotel, dan dan atau ditempat menginap ditempat lainnya.

(7) Dalarr hal pelaksana Surat perintah perjalanan Dinas tidak
mcnggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6)berlaku ketentuan sebagaiberikut:
a. pelaksana Surat Perintah perjalanan Dinas diberikan

biaya penginapan sebesar 3ooh (tiga puluh persen) dari
standar biaya penginapan;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.

(B) I(omponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada a,yat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjaranan
dinas, sesuai dengan format sebagaiman tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
hurruI a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
stanclard biaya batas tertinggi.
Biaya transportasi utama angkutan darat, laut udara dan
dan atau angkutan sewa clan carter sebagaimana dimaksud
Pnsal 6 ayat (1) huruf b Dan biaya penginapan dan hotel
se bagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) hurur c dibayarkan
sesueri dengan bukti biaya riil (at cost).

Pasal 8

Biay:i pcrjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
.1. Tir-rgl<at A untuk Kr:pala Desa dan pimpinan BpD;
p 'fingl<atB untuk untukPerangkat Desa, Anggota BpD dan

(1)

(2)
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BAB VI
PENENTUAN JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan
koordinasi ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten dan Kota
iainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari bagi Desa-desa
diKecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat,
Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur
Laut, Bunguran Utara, Pulau Tiga, pulau Tiga Barat dan
Bunguran Batubi terhitung sejak keberangkatan dari
Desa masing-masing.

b. Dilaksanakan paling lama 7 (Tujuh) hari bagi Desa-desa
di Kecamatan Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi,
Pulau Laut dan Suak Midaiterhitung sejak
keberangkatan dari Desa masing-masing.

Irer.ialanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi
dan koordinasi ke Kabupaten dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. paling lama 6 (enam) hari bagi Desa-desa di Kecamatan
Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi, pulau laut dan
Suak Midai terhitung sejak keberangkatan dari Desa
masing-masing.

I:. paling lama 4 (empat) hari bagi Desa-desa di Kecamatan
Bunguran Utara, Bunguran Barat (kecuali Desa Binjai),
Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat terhitung sejak
keberangkatan dari Desa masing-masing.

c. Paling lama 1 (satu) hari bagi Desa-desa dengan
perjalanan ke ibu kota Kabupaten pulang-pergi dibawah
4 jam

I(husus untuk penugasan pendidikan, pelatihan dan
sejcnisnya, jumlah hari penugasan mengikuti undangan
atau jadr,val dari penyelenggara dan dan atau
nlenyesuaikan jadwal transportasi reguler.

Pasal 1O

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kecamatan
diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya
transpclrtasi.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam ApBDesa yang
bcrsa ngkutan.
Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan 80%
(de lapan puluh persen) sebelum yang melaksanakan
perjarlanan dinas selesai melaksanakan perjalanan dinas.

(2)

(3)

(1)

(2)
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(3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan setelah
yang melaksanakan perjalanan dinas selesai melaksanakan
perjalanan dinas dengan menyerahkan bukti-bukti
perjalanan dinas.

Pasal 12

Perjalanan Dinas yang melebihi jumlah hari yang ditetapkan
dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan
tambahan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut
bukarn disebabkan kesalahan dan kelaraian pelaksana
pcrjalanan dinas bersangkutan.
Pemberian tambahan biaya penginapan sebagaimana ayat
(l ) diberikan atas kelebihan hari knrena disebabkan
mcnrrnggu jadwnl transportasi pulang kc Desa Masing-
masing.
Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang
dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SppO, maka
pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan wajib
mcn,yetor kembali kelebihan uang dan biaya penginapan
yang telah diterimanya.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

surart Perintah Perjalanan Dinas merupakan bukti
pelaporan dan pertanggungjau,aban pelaksanaan perjalanan
dinas.
Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat
secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran
S PPD.
Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi
yang merupakan lampiran SppD dengan dibubuhi
tzrndatangan bendahara serta yang melaksanakan
perjalanan dinas sebagai tanda terima.
Pada SPPD dicatat:
a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan tempat

berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
d:rn pejabat lain yang ditunjuk.

b, tainggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan dan
ditandatangani r>leh pihak dan pejabat ditempat yang
ditar-rdatangani.

c. 'fanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan
ditandatangani pejabat yang berwenang dan pejabat rain
y.ing ditunjuk.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas
dilal<sanakan, sPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal
tibei kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang dan
pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas
discrahkan kepada bendahara.

(3)

(i)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)
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Pasal L4

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dengan melampirkan
dokumen berupa:
a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberilugas dan

pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan
dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan
bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Burkti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan F'ormat pada

lrimpiran Peraturan Bupati ini;
L I-aporan hasil perjalanan dinas.

(2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi lokal
diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
menggunakan Daftar pengeluaran Riil.

tidak
dapat

belum

(1)

(2)

(3)

(3) Apabila biaya perjalanan dinas
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas,
maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan
berikutnya sampai biaya perjalananan dinas sebeiumnya
d i perLanggu ngj arvabka n.

(4) Perkiraran besarnya jumlahnya tarif transportasi perjalanan
dir-ras mengacu kepada standar satuan harga yang
dikelurarkan pemerintah kabupaten setiap tahunnya.

Pasal 15

P{r'rbat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan
perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas
tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan
me ngurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya
pcrjailanan.
Pejarbat Berwenang dan pihak yang melaksanakan
perjnlernan dinas bertanggungjawab sepenunhya atas
kerurgian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari
kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutarr
dalarn hubungannya dengan perjalanan dinas.
Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana
dirnerksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
el. 'luntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yanfl berlaku; dan atau
b. Flukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnva

menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal L6

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkarr
dari l-rarga sebenarnya (mark up), dan dan atau perjalanan
dinas rerngkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban
pcrjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh
Negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan



Diundangkan di Ranai
pada tanggal rt /h 20V

SEKRPTARfS DAERAH

sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

I(ABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 3S

yang dilakukan
be rlaku.

Pasal 17

(1) Kepala Desa menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di
pada tanggal

KABUEATET,.I NATUNA,

SYAMSURIZON

LEMBARAN BERITA DAERAH



Lampiran I Peraturan Bupati Natuna
Nomor I b9 TahUvr fllb
Tanggal : t[ 

7u\ 
gplt

KANTOR KEPALA DESA
Jalan

Yang bcrtandn teulgan dibawah ini :

Namn

Jabatan

l(e pada

1. Nama
.Ji,rl::r tnn

2. 'lujunn
3. Mal<sud
4. I-armarnya

Demil<ian Suirat
melaporkar-r hasilnya

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MEMERINTAHKAN :

hari, tanggal .......

Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan

Ditetapkan di .,..
Pada tanggal

Kepala Desa

FARAF KOORDIN
Nama Lengkap



Nomor
Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KECAMATAN .

.Jalan

: Ag T truu prb
)utt aab:(t

Yang bcrtanda tangan dibawah ini :

Namar

Jabalan

I(epacla

5. Narnar

.Jabatan

6. 'lujuan
7. Mal<sud
B. Lamanya

Demil<iern Surat Perintah
melaporkan hasilnya

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : ...................

EMERINTAHKAN :

Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan

Ditetapkan di .

Pada tanggal ...,

Pejabat Berwenhng,

M

PTRAFKOORDIT{

Nama Lengkap



Lampiran III Peraturan
Nomor : bg
Tanggal : tt

Bupati Natuna
tatatrtl ?0V
Ft rrts

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN .

KANTOR KEPALA DESA
Jalan

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I(cpada
Dari
Jabatar-r

'fanggal

Pcrihal

Dengan ini sayii laporkan
I. Dirsar- :

tl. Maksuddar-r'l\jr-ran
Iil. I{nsil :

a.

b.

xx... ....20xx
Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka

hasil perjalanan dinas sebagai
Surat Perintah Tugas Nomor :

: Dalam rangka.....
Dari hasil perjalanan dinas tersebut dapat saya laporkan
sebagai berikut:

berikut :

ernikian laporzrn perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak dan atas
perhaliannya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Perj alanan Dinas,

NAMA JELAS

PARAF KOORDIN



Tanggal

I. Tampal< [)ep:rn

)u\ 4'b

BtrNTUK SURAT PERINTAH PER.'ALANAN DINAS

PEM BRINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN...

KANTOR KEPALA DESA
.Jalan

Nomor
Lembar ke

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(sPPD)

I Pejarirat yang memberi perintah NAMA JELAS

Nama pcgar,vai yang cliperintah
meng;rclaki-rn perjalanan dinas NAMA JELAS

.) .-.) .1

b
.Jerbatarn pegawai yang diperintah
'firi gl<ait mer-)uru t pcrj alanan

4 Perjalaneur Dinas yang diperintahkan
Kc

Tran sportiisi nrcnggu uakan

dari

5 Perjal:rnun l)ir.rrrs i,iircnceuakatr
clarri tilngg:rl xx . s dan d xx........20xx

: A. selama hari

6 Marksud mengadal<an perjalanan : Sesuai SPT No.

7 Pcrhitr:ngan Biaya Perjalanan: Atas beban
Peisal Anggaran

: APBDesa

:Lihat sebelah8 Ki:t.t:rangar-l

PE.IABAT BERWENANG,

2Oxx



{.

Tnmpal< Bclaliang

I(ETERANGAN:

I. DARI PB.JABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

I. DARI PI'.JABA'I' DI DABRAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

I Tempat

Tempat ] Berangkat
Kedudukan 

I

Pegawai yang 
I

diberi perintah 
I

Kembali

| '['ansgal
i(,!J
i

I

Tandatangan Tanggal Tandatangan

xx-xx-
20xx

Pejabat Berwenang

NLma Jelas

xx-xx-
2Oxx

Pejabat Berwenang

Nama Jelas

Tempat---__- i-'l
Kedudukan I

I

Pegawai yang 
I

diberi perintah 
i

Kembali

'l'anggal Tandatangan Tanggal Tandatangan

xx-xx-
20xx

Pejabat yang dituju

Nama Jelas

xx-xx-
2Oxx

Pejabat yang dituju

Nama Jelas

i* ner rooRnqls$l



NAMA
.JABATAN :

NOMOR SPI' :

Lampiran V Perafuran
Nomor : bg

: :::i'=:..';--j.-r :a.r,.=r ::.'i t' .,

Bupati Natuna

tal,rtrra altc

'lelah dibalr61v se,j urmlnl-t
Rp... ,

Bendaha ra

Telah menerima jumlah uang
sebesar
Rp ...

Yang menerima

Telah disetujui,
Kepala Desa

Tanggal : \t 
)Uh aAta

PERHITUNGAN RAMPUNG PERJALANAN DINAS

PERINCIAN BIAYA

BIAYA TRANSPORTASI

BIAYA PENGINAPAN

TotalI+II+IU

UANG HARIAN
Jumlah
@)..... *.....Org x ...I-rari

@l.._-._l- ... Org x . - hari
Jumlah

YemgTclah diba.i,2vpsn semula Rp ...

Siser kr-rrarrg dan lebih Rp ...

pnpnrmoono

(..,



Nom6r
Tanggal

PtrMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN .

KANTOR KEPALA DESA
Jalan

T6tuu #w
U^1, Pdb

Yang

Nama

DAFTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN

bcrtandi,L langan dibawah ini :

Jarbatan

Bcrdasarkirn Sural Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :

;.;;;s;;;r, rr,.n*, 
tanggal 2}xx, dengan ini menyatakan

1. Biaya transporlasi dan atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh
bu Iiii-l;r-rl<Li pi:gcluari-in, meliputi:

No.

=ly_mta!

Uraian Jumlah (Rp)

Yang melaksanakan
PerJalanan Dinas

2. .Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk
pclal<snnaan perjaln-nan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
l<clcbil'ran atas pernbityaran, serya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
l<e l(ais Desa.

Demil<ii,rn pcntyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
scbaga imilni r mcst inva.

2Oxx
Menyelujut :

Kepala Desa

Nama Jelas Nama Jelas

ooRDlNAl

Ail

iP+iR^4Fr"
l-*,gP'

I qgr'1i-1Xrt 31.',
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Nomor
Tanggal

STANDAR BIAYA PENGINAPAN dan HOTEL

: ?9 tAttutu 2^Ao
: (l 

/t, go

,_i{igilsa,r.q R-4e1' l4 i [r-,ll< Nlirlrri

,Is j_i}liy1'1sqes9
, tr uar Daertih

t-i-t rtjttrtg irit trtrtg
2 i Balan-r

-31 Jrl.rrr" -

I n;;;
;1..) I YOgVi,

6 l,arrrrp

-l_

Nama Tempat Satuan

Tingkat
Perjalanan

A
lRol

Tingkat
Perjalanan

B
(Rp)

aerah
<-t I Orar-rg llari 2s8.000 240.000

f{uran L3arat Orang l-Iari 258.000 240.OOO

al Orang Hari 258.000 240.000
:,1si_l l-l Orang Flari 170.OO0 150.O00
asan'lirnL,rr Orang I-lari 170.000 150.000

Orang Flari 170.000 150.000
guran Ulaua Orang I Iar 200.000 180.000
ru laul Orang llar 170.OO0 150.000
au Tigar Orang llari 170.000 150.000
gurirn'li:ngair Orang Ilari 170.000 150.000
gurar-] 'l'irnur Larur Orang l-lari 170.000 150.000
gLrrar-r Sclatirn Orar-rg I-{ari 170.000 150.000

u retn R:rLt-t iri Orang llari 170.000 150.000
k I\,1i,lai Orang Ilari 258.000 240.OOO

rLt 'f irlrt 13arralt Orang l-lilri 170.000 150 000
:rtih
a -_a
;ut r-tg i'rrrirL'tg Oranq Har s00.000 400.000
1n-l Orans Ha 500.000 400.000
artir Orans l-ln s50.000 400.000
cl ,-rn!r Orang Ha 550.000 420.O40
al<ar-tzr Oranq Hari 550.000 450.000

IDt,l11 !' Orans Hari 48O.000 450.000

fffiqoonollg.'


